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PENDAHULUAN
 Earnings atau laba  sering digunakan dasar untuk pembuatan keputusan  berbagai pihak yang berkepentingan, misalnya digunakan sebagai  dasar untuk memberikan bonus kepada manajer, digunakan sebagai dasar  untuk menghitung  penghasilan kena pajak, dan juga digunakan sebagai kriteria penilaian kinerja perusahaan.  Oleh karena itu sering juga manajer memanfaatkan peluang untuk merekayasa angka laba (earning management) dengan rekayasa akrual, untuk mempengaruhi hasil akhir dari berbagai keputusan antara lain adanya  motivasi   bonus,  dianggap kinerjanya lebih baik, atau untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. Earning management  dilakukan  dengan cara  meningkatkan angka-angka akrual untuk menjadikan laba lebih rendah atau lebih tinggi (Dhaliwal, Frankel dan Trezevant, 1994; Guenther, 1994; Frankel dan Trezevant 1994; Cloyd, Pratt, dan Stock, 1996; Maydew, 1997). Ada beberapa motivasi  manajemen  dalam melakukan earning management yaitu (Scott, 2000) adanya bonus yang didasarkan atas earning atas dasar kontrak yang, motivasi politik, motivasi pajak, adanya perubahan dalam chief of executive  officer, dan  perusahaan akan melakukan Initial  Public Offerings (IPO). 

Memahami earning management  merupakan hal yang penting bagi akuntan karena dengan demikian  akan  meningkatkan  pemahaman atas kegunaan  informasi net income, baik yang dilaporkan  kepada  investor, kreditor maupun  fiskus.  Pemilihan kebijakan atau metode akuntansi utuk perilaku manajemen laba dapat dilakukan baik dengan  pendekatan  pemilihan metode akuntansi maupun dengan pendekatan rekayasa  discretionary  accrual (Scott, 2000).   


Income taxation  cukup dapat memberikan motivasi manajemen untuk melakukan rekayasa laba atau earning management. Namun demikian pihak  fiskus  mempunyai aturan sendiri dalam  mengatur  pembukuan atau akuntansi  untuk penghasilan kena pajak (taxable income), sehingga mengurangi ruang gerak  manajemen perusahaan untuk melakukan earning management.  Penelitian di Amerika banyak meneliti  tentang  dampak pemilihan metode  penilaian persediaan LIFO dan FIFO  dan pengaruhnya pada beban pajak penghasilan, misalnya penelitian yang dilakukan oleh  Douch and Pincus (1988); Lindahl (1989);  Dhaliwal, et.al (1994), Cloyd et.al. (1996) yang hasilnya  menunjukkan bahwa banyak perusahaan memilih metode LIFO untuk menghemat pajak penghasilan.  Kebijakan pemilihan  metode penilaian persediaan LIFO tidak memungkinkan di Indonesia karena  penilaian persediaan yang diperkenakan dalam peraturan perundangan perpajakan di Indonesia  hanya  metode FIFO dan rata-rata. 

Penelitian lain  yang dimotivasi pajak dilakukan oleh Guenther (1994)  yang meneliti  adanya earning management dalam merespon Tax Reform Act (TRA) 1986 di United States. Penelitian ini  untuk menguji apakah ada perilaku earning management   yang memanfaatkan  perubahan peraturan perpajakan TRA di US, untuk meminimumkan beban pajak penghasilan.  Guenther memfokuskan pada  indikasi adanya total akrual  laba akuntansi  dengan membandingkan   sebelum dan sesudah diberlakukannya  TRA. Hasilnya  gagal membuktikan  bahwa  penurunan tarip pajak  dapat mempengaruhi  kebijakan akrual  laba perusahaan untuk meminimumkan beban pajak penghasilan.  Sedangkan penelitian  Frankel dan Trezervant (1984) memfokuskan  pada satu keputusan  pembelian persediaan  pada akhir tahun, dengan  pembelian  akhir tahun dan  dengan motode LIFO, akan  memberikan insentif  laba lebih rendah sebelum  berlakunya TRA sehingga ada penghemeatan pajak.  

Penelitian di Indonesia  dilakukan oleh Setiawati (2001) yang menguji apakah ada  perilaku earning management  di  perusahaan  manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta   dalam merespon  perubahaan Undang-undang pajak penghasilan tahun 1994 yang mulai berlaku  1995.  Dalam mendeteksi adanya earning management, Setiawati menggunakan   pendekatan discretionary accrual. Hasil  penelitiannya tidak dapat membuktikan adanya  perilaku perusahaan  yang berusaha untuk  menurunkan laba  pada tahun  1994 dengan tujuan untuk mendapatkan penghematan  pajak tahun yang bersangkutan. Dalam justifikasinya  dijelaskan bahwa   perubahan UU 1994 diundangkan  pada bulan September 1994  atau sekitar 50 hari sebelum berlakunya UU  tersebut pada 1 Januari 1995. Waktu  50 hari  dimungkinkan tidak cukup waktu untuk melakukan  earning management.

Pada tahun 2000  di Indonesia  ada perubahan tax reform yang  ketiga untuk Pajak Penghasilan (UU No 17 Th 2000).  Dalam UU Pajak Penghasilan 2000  juga ada  perubahan tarip dan lapisan  penghasilan kena pajak  UU ini ditetapkan 2 Agustus   2000 yang memungkinkan  adanya cukup waktu bagi manajemen  untuk melakukan earning management  dalam merespon perubahan  UU Pajak Penghasilan sebagaimana digunakan  Setiawati untuk munjusrtifikasi hasil penelitiannya. Oleh karena itu justifikasi Setiawati  (3001) tersebut perlu diuji  untuk mendapatkan hasil yang konklusif atas  earning management dengan motivasi meminimalkan beban pajak penghasilan.

PERUMUSAN MASALAH 


Dari  berbagai motivasi  manajemen untuk melakukan earning management  telah banyak dilakukan penelitian-penelitian yang menguji  adanya  perekayasaan laba untuk tujuan-tujuan tertentu.  Hasil  penelitian  hampir  seluruhnya menunjukkan hasil  yang konsisten  untuk membuktikan bahwa motivasi tersebut   memang memberikan stimulus  bagai manajemen untuk melakukan suatu tindakan yang disebut earning management, kecuali   motivasi  untuk meminimumkan beban pajak penghasilan  dalam merespon  adanya perubahan undang-undang pajak. Di Indonesia, penelitian   perilaku earning management dengan pendekatan  pengujian adanya discretionary accrual yang termotivasi  untuk meminimalkan beban pajak penghasilan dilakukan oleh Setiawati (2000). Penelitian ini menguji apakah dengan adanya perubahan tarip pajak penghasilan yang diundangkan tahun 1994 dan diberlakukan  mulai tahun fiskal 1995  direspon oleh  manajemen untuk melakukan rekayasa akrual  untuk meringankan beban pajak penghasilan,  namun hasilnya tidak signifikan. Justifikasi  yang diberikan oleh Setiawati adalah  kemungkinan adanya jarak waktu yang pendek antara    saat diundangkan dengan saat diberlakukannya Undang-undang Pajak Penghasilan  (UU PPh) tahun 2000 yang  hanya dua bulan sehingga waktu tersebut tidak cukup memberikan  kesempatan untuk melakukan earning management. Dengan adanya justifikasi tersebut maka  masih diperlukan pengujian lagi apakah  dengan adanya perubahan  UU pajak  yang menyangkut adanya perubahan tarip dan lapisan penghasilan kena pajak  (taxable income)  direspon oleh manajemen sebagai motivasi  untuk melakukan earning management guna meminimumkan beban pajak penghasilan. Dengan adanya perubahan UU pajak penghasilan tahun 2000  tersebut maka   pertanyaan penelitian yang diajukan adalah :  Apakah  perubahan tarip pajak penghasilan dan lapisan  penghasilan kena pajak dalam UU tahun 2000 yang diberlakukan tahun 2001 tersebut   direspon oleh manajemen untuk menjadi motivasi guna melakukan earning management  dengan tujuan untuk meminimumkan beban pajak penghasilan.

TUJUAN  PENELITIAN :

Penelitian ini ditujukan untuk :

1. Menguji  apakah dengan adanya perubahan UU Pajak Penghasilan tahun 2000 direspon oleh wajib pajak  untuk   melakukan earning management  guna meminimalkan beban pajak penghasilan melalui  rekayasa discretionary accrual. 

2. Menguji apakah  ada  perbedaan  discrestionary accrual sebelum dan sesudah diberlakukannya UU PPh  tahun 2000. 

Hasil penelitian diharapakan dapat   :

1. Memberikan bukti empiris apakah adanya moment atau event  perubahan Undang-undang pajak pada tahun 2000  mempengaruhi manajemen  untuk melakukan manajemen laba guna memperoleh insentif dalam meminimalkan beban pajak penghasilan badan.

2. Memberikan bukti empiris bahwa apakah perusahaan di Indonesia memanfaatkan peluang fleksibilitas kebijakan akuntansi untuk merekayasa laba guna meminimalkan beban pajak penghasilan

3. Dimanfaatkan bagi pembuat kebijakan  peraturan perpajakan  bahwa setiap  adanya perubahaan undang-undang akan direspon oleh wajib pajak, sehingga  pemerintah / fiskus dapat mengantisipasi    perilaku wajib pajak  dan pengaruhnya tehadap penerimaan negara dari pajak. 

TELAAH  TEORI DAN  PERUMUSAN  HIPOTESIS 

Pengertian Akrual  


Dalam akuntansi  dikenal istilah basis akrual (Accrual basis)   dan basis kas (cash basis). Istilah akrual ini digunakan untuk  menentukan penghasilan (revenue)  pada saat diperoleh dan untuk mengakui  beban yang sepadan dengan  revenue  pada periode yang sama,  tanpa memperhatikan  waktu penerimaan kas dari penghasilan yang bersangkutan.  Sedang istilah basis kas  adalah pengakuan revenue dan beban atas dasar kas tunai yang diterima.  Pengakuan  atas dasar kas ini  menyimpang dari konsep dasar  akuntansi yaitu matching  of cost with revenue  (mamadankan antara  penghasilan dengan beban/biaya) sehingga konsep pengakuan  revenue dan beban atas dasar kas tunai  yang diterima tidak sesuai dengan  prinsip  akuntansi  yang  diterima umum.  

Pengertian akrual   dapat diartikan   lawan dari  kas sebagai dasar pengakuan  pendapatan dan beban.  Konsep akrual  digunakan  untuk memenuhi konsep dasar akuntansi  matching of cost with  revenue (Memadankan antara  penghasilan dengan beban/biaya). Menurut  konsep dasar matching of cost with  revenue, pengakuan  beban atau pendapatan harus diakui sesuai dengan hak yang diukur dalam satu periode akuntansi tidak mempertimbangkan adanya penerimaan kas tunai, karena  konsep dasar kas  tidak dapat memenuhi  kriteria  kesepadanan antara penghasilan dan beban atau matching of cost with revenue.  Oleh karena itu  pengakuan pendapatan dan beban menurut standar akuntansi yang diterima oleh umum  digunakan konsep akrual.   Dalam prosesnya  konsep akrual ini memungkinkan adanya perilaku untuk manajer melakukan rekayasa  laba atau earning management  guna menaikkan atau menurunkan  porsi angka akrual dalam laporan laba rugi.    

Perekayasaan menaikan/menurunkan  akrual antara lain dapat dilakukan dengan cara mempercepat pendapatan atau mempercepat beban. Perekayasaan laba tersebut termasuk  salah satu  praktek  manajemen laba atau earning management  melalui  rekayaasa akrual.  Yang menarik, laba sering digunakan dasar untuk pembuatan keputusan  dan menyusun kontrak oleh  berbagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai konsekuensi ekonomi. Sebagai contoh, laba sering digunakan sebagai  dasar untuk memberikan bonus kepada manajer, selain itu laba juga digunakan sebagai dasar  untuk menghitung  penghasilan kena pajak, serta laba juga digunakan sebagai kriteria penilaian kinerja perusahaan.  

Konsep akrual dapat dibedakan menjadi 2 yaitu dicretionary accrual dan nondiscretionary  accrual.  Dicretionary accrual adalah  pengakuan akrual laba atau beban yang bebas tidak diatur dan  merupakan pilihan kebijakan manajemen. Sedang   nondiscretionary  accrual  adalah sebaliknya, pengakuan akrual laba yang wajar yang tunduk suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum.  Oleh karena nondiscretionary  accrual  merupakan  akrual yang wajar,  dan apabila  dilanggar akan mempengaruhi  kualitas laporan keuangan (tidak wajar) maka nondiscretionary  accrual  ini tidak relevan dalam obyek penelitian ini.  Oleh karena itu  bentuk akrual yang dianalisis  dalam penelitian ini adalah bentuk discretionary  accrual yang merupakan akrual tidak normal dan merupakan pilihan kebijakan manajemen dalam pemilihan metode akuntansi 

Pengertian Laba  (Income)

Pada konsep akrual  laba diukur dengan memadankan antara penghasilan dan  beban tidak  didasarkan atas kas tunai yang diterima. Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 1999, Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan  manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan  aktiva (kekayaan) atau penurunan  kewajiban (hutang)  telah terjadi dan dapat diukur  dengan andal.  Ini berarti  pengakuan  penghasilan  terjadi bersamaan  dengan pengakuan  kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban. Prosedur yang  biasanya dianut dalam praktek untuk mengakui penghasilan, seperti misalnya  ketentuan bahwa penghasilan telah diperoleh merupakan penerapan kriteria pengakuan dalam kerangka dasar akuntansi.  Sedangkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi  dilakukan kalau penurunan  manfaat ekonomi masa depan  yang berkaitan dengan penurunan  aktiva atau peningkatan kewajiban  telah terjadi dan dapat diukur  dengan andal. Ini berarti pengakuan beban  terjadi bersamaan  dengan pengakuan  kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva (misalnya akrual hak karyawan, atau penyusutan  aktiva tetap).  

Dari konsep matching  of cost with revenues  dalam laporan laba rugi akan diperoleh Laba atau Rugi. Laba (earning) merupakan selisih antara pendapatan dan biaya yang menunjukkan sisa positif, sebaliknya rugi apabila menunjukkan sisa minus. Perusahaan dengan laba yang rendah biasanya dianggap  kinerjanya kurang berhasil dibandingkan perusahaan yang dapat menghasilkan laba yang tinggi. Selain itu, laba juga sering dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan oleh berbagai pihak, antara lain investor, kreditur, manajemen, dan pemerintah.  Pemerintah, dalam hal ini, berkepentingan terhadap besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan (Dhaliwa et.al, 1994; Guenther 1994; Maydew 1997).  Dengan adanya konsep matching  of cost with revenues ini  sering manajemen  memanfaatkan konsep akrual  untuk melakukan   manajemen laba guna  tujuan-tujuan tertentu, misalnya  harapan manajemen untuk memperoleh bonus,  mengurangi volatility of earnings,  untuk  meminimalkan beban  pajak penghasilan,  dan merekayasa laba untuk   tujuan lainnya.

Untuk menganalisis ada atau tidaknya rekayasa laba, maka dilakukan dengan menghitung total laba akrual, kemudian memisahkan nondiscretionary accrual (tingkat laba akrual yang wajar) dan discretionary accrual (tingkat laba yang tidak normal) untuk setiap perusahaan dalam setiap tahun.  Laba akrual merupakan laba bersih operasi yang didasarkan pada perhitungan akrual, sedangkan non descretionary accrual merupakan laba akrual yang wajar yang tidak dipengaruhi oleh manajemen, dan discretionary acrual adalah tingkat laba abnormal yang merupakan pilihan  pihak manajemen.

Perhitungan tingkat laba akrual yang tidak normal melalui tahap  :

a. Menghitung total akrual

TAit  = NIit – CFOit  
…………………………………………………………………  (1)

Dimana :

TAit      =  Total akrual perusahaan i pada tahun t

NIit        =    Laba bersih (net income) perusahaan i pada tahun t

CFOit =  Kas dari operasi (cash flow operation) perusahaan i pada tahun t

b. Menghitung tingkat akrual yang normal 

Tingkat akrual yang normal dapat dihitung dengan estimasi akrual Jones (Setiawati, 2001) yang akan memisahkan discretionary accrual dengan non discretionary accrual, yaitu :

TAit / Ait-1 = (1 (1/Ait-1 ) + (1 ((REVit/Ait-1) + (2 (PPEit/Ait-1) + 
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 ……………….   (2)

Dimana :

TAit = Total akrual perusahaan i pada tahun t

Ait-1 =  Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1

(REVit =  Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1

PPEit      =  Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t
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=  error term perusahaan i pada tahun t

Jadi, total akrual merupakan penjumlahan antara non descretionary accrual dengan discretionary accrual dengan persamaan sebagai berikut :

TAit = NDAit + DAit   
…………………………………………………………………. (3)

Dimana :

TAit     = Total akrual perusahaan i pada tahun t

NDAit = Nondiscretionary akrual perusahaan i pada tahun t

DAit    = Discretionary akrual perusahaan i pada tahun t

c. Menghitung tingkat akrual yang tidak normal 

DAit  =  TAit/Ait-1 – [(1 (1/Ait-1 ) + (1 ((REVit/Ait-1) + (2 (PPEit/Ait-1)]  ……………… (4)

Dimana :

DAit  =  Discretionary akrual perusahaan i pada tahun t

TAit = Total akrual perusahaan i pada tahun t

Ait-1 =  Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1

(REVit =  Pendapatan perusahaan I pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1

PPEit      =  Aktiva tetap perusahaan I pada tahun t

Minimimalisasi Pajak dan Perekayasaan Laba

Pada tahun 2000  di Indonesia  ada perubahan tax reform yang  ketiga untuk Pajak Penghasilan.  UU No 17 Th 2000.  Dalam UU Pajak Penghasilan 2000  ada  perubahan tarip dan lapisan  penghasilan kena pajak  UU ini ditatapkan tanggal 2 Agusteus  2000 yang memungkinkan  adanya cukup waktu bagi manajemen  untuk melakukan earning management  dalam merespon perubahan  UU Pajak Penghasilan sebagaimana justifikasi yang digunakan  oleh Setiawati. 

Salah satu insentif yang dapat memicu manajer untuk melakukan rekayasa laba adalah keinginan untuk meminimalkan beban pajak atau meminimalkan total nilai pajak yang harus dibayar perusahaan (Scott, 1997; Lilis Setiawati dan Ainun Na’im, 2000). Di Amerikan Serikat, banyak studi empiris tentang perilaku yang memanfaatkan perubahan peraturan perpajakan (yang dikenal dengan TRA /Tax Reform Act)   yang  mengevaluasi perilaku menejemen laba dalam kaitannya dengan minimalisasi pajak (Dhaliwal, Frankel, and Trezevant, 1994; Guenther, 1994; Frankel and Trezevant, 1994; Cloyd, Pratt, and Stock, 1996; Maydew, 1997).  Di United States, Tax Reform Act (TRA)  dipublikasikan pada bulan September 1986, dan berlaku efektif  1 Juli 1987. Dan, fleksibilitas kebijakan akuntansi berperan sebagai satu peluang yang tersedia untuk menunda pelaporan laba.


Guenther (1994) mencoba mengevaluasi pengaruh publikasi TRA terhadap perusahaan di United States (US) seperti banyak penelitian manajemen laba yang lain. Guenther  memfokuskan pada total akrual. Dalam penelitiannya Guenther tidak berhasil membuktikan bahwa satu periode sebelum berlakunya TRA 1986, perusahaan melakukan penurunan akrual untuk memaksimumkan penghematan pajak. Kegagalan Guenther untuk membuktikan bahwa penurunan pajak dapat mempengaruhi kebijakan akrual perusahaan ini mungkin disebabkan tidak diperhitungkannya keterbatasan manajer untuk melakukan rekayasa  akrual.  

Berbeda   dengan Guenther yang mengevaluasi total akrual, Frankel dan Trezevant (1994) memfokuskan pada satu keputusan operasional, yaitu keputusan pembelian persediaan pada akhir tahun untuk melihat ada tidaknya manajemen laba.  Dalam kondisi perekonomian  yang normal, harga barang cenderung naik, bagi perusahaan yang menggunakan asumsi aliran persediaan LIFO, pembelian persediaan ekstra pada akhir tahun akan menghasilkan angka harga pokok  penjualan yang tinggi dan selanjutnya akan menurunkan laba.  Jika manajer memperhitungkan pajak sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan, maka reduksi pajak pada tahun 1987 di US akan memicu manajer perusahaan yang menerapkan asumsi aliran persediaan LIFO untuk menunda pengakuan laba dengan cara melakukan pembelian persediaan ekstra pada tahun 1986. Dengan sampel sebanyak 274 perusahaan yang menggunakan metode penilaian persediaan Last In First Out (LIFO) dan 296 perusahaan yang menggunakan metode penilaian persediaan  First In First Out (FIFO), Frankel  dan Trezevant  (1994) membuktikan bahwa manajer perusahaan yang menerapkan asumsi aliran persediaan LIFO, melakukan pembelian persediaan ekstra akhir periode sebelum berlakunya TRA.

Penelitian Maydew (1997) juga membuktikan bahwa penghematan pajak menjadi insentif  bagi manajer (khususnya manajer yang mengalami net operating loss pada tahun 1986-1991 untuk mempecepat pengakuan biaya dan menunda pengakuan pendapatan. Di  US,  perusahaan yang mengalami net operating loss diijinkan untuk mengkompensasi rugi operasi tersebut dengan laba 3 tahun sesudahnya.  Secara umum para peneliti tersebut kecuali Guenther menemukan fakta bahwa manajer terdorong untuk meminimalkan pajak penghasilan. Yang menarik adalah hasil penelitian Cloyd, Pratt dan Stock (1996), yang menenggunakan kuesioner untuk mengevaluasi seberapa jauh pertimbangan pajak mempengaruhi keputusan akuntansi para manajer, hasilnya menemukan bahwa manajer perusahaan yang tidak go publik relatif lebih berminat untuk memilih kebijakan akuntasi yang agresif dalam rangka meminimalkan beban pajak dari pada manajer perusahaan yang go publik. Dalam temuannya tersebut mereka menduga hal ini disebabkan perusahaan publik menghadapi biaya non pajak yang relatif lebih besar jika melaporkan laba yang rendah dibandingkan perusahaan yang tidak go publik. Laba yang rendah mempertinggi probabilitas pelanggaran debt covenant, mengurangi probabilitas kompensasi manajer yang didasarkan atas laba, dan sering laba yang rendah juga diartikan sebagai rendahnya nilai perusahaan. Berikutnya, sekalipun penghematan pajak merupakan satu dasar pertimbangan manajer, baik perusahaan publik maupun perusahaan yanag tidak go publik, tetap memilih kebijakan akuntansi yang tidak bertentangan  dengan peraturan yang berlaku.

Perubahan  UU Pajak Penghasilan di Indonesia


Salah satu perubahan yang menyolok pada ketentuan pajak penghasilan adalah adalah perubahan tarip yang membedakan antara Wajib Pajak (WP) Badan dan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi, dan perubahan lapisan penghasilan kena pajak.  Pada Tabel 1 disajikan adanya perubahan tarip  dan lapisan kena pajak sejak diundangkannya UU PPh tahun 1984, sampai dengan perubahan tahun 2000.  Ada tiga kali perubahan tarip yaitu tarip UU PPh tahun 1983 yang mulai diberlakukan tahun 1984, tarip UU PPh 1994 yang mulai berlaku tahun 1995, dan UU  PPh 2000 yang mulai berlaku tahun 2001. Sedangkan untuk UU PPh 2001 membedakan tarip antara WP Pribadi dan WP Badan, dan perbedaan tarip tersebut disajikan pada Tabel 2 menurut UU No.  7 Th. 1983,  UU No 10 Th. 1994 dan UU No 17 Th. 2000. Dengan perubahan tarip sebagaimana disajikan pada table diatas maka seandainya perusahaan menggeser pelaporan laba / penghasilan kena pajak yang kena lapisan tertinggi ke tahun berikutnya maka akan dihemat pajak  sebesar  tarip dikalikan  selisih lapisan penghasilan kena pajak.


Mengacu pada penelitian terdahulu, Dhaliwal, Frankel, dan Trezevant, 1994; Guenther, 1994; Frankel dan Trezevant , 1994; Cloyd Pratt, dan Stock 1996, Maydew, 1997; dan Setiawati 2001,  penelitian ini  akan menguji apakah penurunan lapisan  penghasilan kena pajak  dan perubahan tarip pada Wajib Pajak  di Indonesia tahun 2000 yang diberlakukan efektif tahun 2001  memberi peluang pada perusahaan untuk menikmati penghematan pajak sehingga  memicu manajer untuk melakukan rekayasa akrual  laba/beban. Sejak diundangkan sampai dengan diberlakukannya UU tersebut ada tenggang waktu 5 bulan, suatu rentang waktu yang cukup apabila managemen mau melakukan earning management.  Rentang waktu ini salah satu kendala yang diajukan oleh Setiawati (2001)  sebagai  keterbatasn untuk melakukan earning management  sehingga penelitiannya tidak dapat memberikan bukti empiris adanya rekayasa akrual dalam rangka meminimumkan beban pajak penghasilan  sebelum atau sesudah  berlakunya UU PPh 1994.  

Jika perusahaan memandang moment perubahan peraturan tersebut sebagai kesempatan untuk meminimalkan pajak, maka perusahaan dapat memanfaatkan peluang untuk  menunda pengakuan laba atau mempercepat pengakuan biaya pada tahun 2000, sehingga akan menunda pengakuaan laba tahun 2000.  Dengan penundaan pengakuan laba atau percepatan biaya ke tahun 2000 akan  menjadikan laba tahun 2000 lebih rendah. Laba yang ditunda pengakuannya akan dilaporkan pada laporan keuangan tahun 2001, dengan cara ini, perusahaan akan mendapat keuntungan sebesar selisih tarip  pajak dikalikan selisih lapisan  penghasilan kena pajak yang berubah.

Hipotesis 


Menurut UU No. 17/2000 tentang pajak penghasilan yang  mengubah UU No. 7/1983 dan UU No.10/1994 tentang pajak penghasilan yang mulai berlaku efektif per 1 Januari 2001, terdapat perubahan pada tarif dan besarnya lapisan penghasilan kena pajak (PKP), baik untuk wajib pajak Pribadi maupun wajib pajak Badan.  UU No. 17/2000  membedakan tarip dan lapisan penghasilan kena pajak untuk Adanya perubahan tarip dan lapisan penghasilan kena pajak dapat  memberikan insentif bagi manajemen  untuk melakukan rekayasa laba dengan akrual pada tahun 2000 dan laba tahun 2001 dengan cara mempercepat pengakuan biaya yang selanjutnya dibebankan ke laba tahun 2000 atau menunda pengakuan pendapatan dan memasukkan pendapatan tersebut ke laba tahun 2001.  

Dari pemikiran diatas maka dengan adanya perubahan lapisan penghasilan kena pajak pada wajib pajak badan akan memberikan insentif bagi wajib pajak untuk    menunda  pengakuan laba  satu periode  sebelum berlakunya  peningkatan lapisan pajak ke tahun berikutnya dan membebankan  laba  yang ditunda  tersebut kedalam  laporan keuangan periode berlakunya tarip dan lapisan penghasilan kena pajak baru dengan tujuan  untuk mengurangi  jumlah beban pajak penghasilan yang harus dibayar.  Atau dengan kata lain rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H a
:   Tingkat discretionary accrual  pada periode  tahun pertama  mulai berlakunya tarip dan lapisan penghasilan kena pajak  (UU PPh 2000) akan lebih tinggi  dibandingkan  dengan tingkat discretionary accrual   pada periode sebelum berlakunya Undang – undang Pajak yang bersangkutan.

METODE  PENELITIAN 


Penelitian ini merupakan penelitian event study yang memanfaatkan  adanya perubahaan  Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2000 yang diundangkan  pada 2 Agustus 2000 dan diberlakukannya per 1 Januari 2001.  Perubahan UU PPh tersebut antara lain mencakup adanya  perubahaan tarip dan lapisan kena pajak untuk wajib pajak pribadi dan  adanya perubahan lapisan kena pajak untuk wajib  pajak badan.  Event  ini  diperlakukan sebagai suatu event yang  dapat memberikan motivasi bagi manajemen  untuk melakukan earning management  dengan harapan  meminimalkan  income tax.

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah  perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ),. Metode Jones yang akan digunakan untuk memisahkan laba yang abnormal dari laba normal melibatkan variable independen yaitu selisih pendapatan tahun t dengan t-1.  Karena penelitian ini berkaitan dengan perubahan peraturan perpajakan yang mulai berlaku efektif per 1 Januari 2001 maka data keuangan yang dibutuhkan adalah data keuangan mulai tahun 1999 sampai tahun 2001. Sedangkan metode pengambilan sampel untuk penelitian ini menggunakan metode purposive sampling.  Purposive sampling merupakan suatu metode pengambilan sampel non probabilita yang menyesuaikan diri dengan kriteria tertentu.  Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel antara lain  Perusahaan yang dipilih untuk mewakili populasi adalah perusahaan manufaktur,  perusahaan melaporkan laba selama periode pengamatan 1999-2001,  dan tersedia laporan arus kas.  

Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini  menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan  Wajib Pajak  Badan untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Jakarta  untuk periode tahun 1999 dan 2001.  Sedangkan angka arus kas operasional diperoleh dari internet dengan alamat website indoexchange.com.

Definisi Variabel :

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah   :

1. Total akrual yaitu selisih antara laba bersih perusahaan i pada tahun t dengan kas dari operasi perusahaan i pada tahun t

2. Nondiscretionary accrual yaitu tingkat laba yang wajar yang tidak direkayasa manajemen yang diukur dengan  estimasi seperti pada fungsi persamaan  (2)

3. Discretionary accrual yaitu tingkat laba yang tidak normal yang merupakan laba rekayasa dari pihak manajemen  yang diesmtimasi dengan fungsi persamaan (4)

4. Total Aktiva perusahaan 

5. Total revenue (pendapatan) perusahaan

6. Total aktiva tetap perusahaan

Untuk membedakan atau memisahkan  laba akrual yang abnormal dengan  laba akrual normal melibatkan variabel pengubah yaitu selisih pendapatan tahun t dengan tahun t-1 dengan menggunakan metode Jones (1991).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Dari penggunaan rumus diatas, diperoleh hasil  rata-rata discretionary accrual untuk tahun 2000 dan 2001 seperti yang tertera pada Tabel 3. Dari tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2000, rata-rata discretionary accrual sebesar – 0,000212 dan rata-rata discretionary accrual tahun 2001 sebesar – 0,000612. 

Hasil Uji Hipotsis dan Pembahasan

Uji t


Untuk uji hipotesis, digunakan uji t untuk proksi descretionary accrual (akrual yang tidak normal) untuk tahun pengamatan 2000 – 2001,  dan dilakukan untuk mengetahui apakah descretionary accrual tersebut benar-benar berbeda dari nol.  Jika perusahaan menunda pelaporan laba sebelum tarif pajak baru tersebut berlaku yaitu tahun 2000,  dan menggeser laba tersebut ke periode berlakunya tarif baru (tahun 2001), maka nilai t descretionary accrual tahun 2000  dan 2001 akan signifikan.  Hasil uji t- untuk memprediksi discretionary accrual untuk tahun 2000 dan 2001 disajikan pada Tabel 4


Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai t  untuk discretionary accrual tahun 2000 adalah –0,07  dengan tingkat signifikansi 5%  dapat dilihat bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa Sig. (2-tailed) 0,994, yang berarti  lebih besar dari 5%  dan  hasil prediksi adanya dicrestionary accrual  tidak signifikan. Karena p-value  lebih besar dari 5%, maka hal ini menunjukkan data empiris tidak mendukung hipotesis alternatif yang diajukan, tidak ada discretionary accrual   pada tahun 2000 guna menunda penghasilan dengan motivasi  untuk meminmumkan beban pajak penghasilan.  Sedangkan t  tahun 2001 mengindikasikan bahwa discretionary accrual tahun 2001 adalah –0,035 dengan tingkat signifikansi Sig. (2-tailed) 0,972, hal ini juga berarti nilai t  tidak signifikan pada tingkat 5%, karena p-value  sebesar 0,972 jauh lebih besar daripada tingkat signifikansi 5% yang ditetapkan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa data empiris tidak mendukung hipotesis alternatif yang diajukan.  Hal ini diinterpretasikan bahwa tidak ada descretionary accrual untuk tahun 2001 dalam merespon diundangkannya UU Perpajakan yang ditetapkan pada tanggal  2 Agustus 2000 dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2001.  


Dalam penelitian terdahulu, Setiawati menyatakan bahwa adanya rentang waktu antara pengesahan Undang-undang Pajak tahun 1994 dengan akhir periode pelaporan yang hanya 50 hari, mungkin tidak cukup untuk menunda pelaporan laba. Undang-undang Pajak tahun 2000 telah diundangkan per 2 Agustus 2000, sehingga ada rentang waktu 5 bulan untuk menunda pelaporan laba.  Namun, penelitian ini konsisten dengan penelitian Setiawati, yang menunjukkan bahwa tidak ada descretionary accrual untuk meminimalkan pajak penghasilan meskipun rentang waktu antara pengesahan Undang-undang Pajak tahun 2000 dengan akhir periode pelaporan cukup panjang.

Uji beda rata-rata



Uji beda rata-rata berpasangan digunakan untuk membandingkan tingkat descretionary accrual antara tahun sebelum dan tahun sesudah berlakunya peraturan perpajakan yang baru, apakah ada perbedaan discretionary accrual  pada periode  tahun 200 dan 2001 yaitu  pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Pajak Penghasilan tahun 2000.  Jika perusahaan menunda pelaporan laba tahun 2000 dan menggeser laba tersebut ke tahun 2001, maka uji beda rata-rata akan mengindikasikan bahwa tingkat discretionary accrual tahun 2001 lebih tinggi dibandingkan tingkat discretionary accrual tahun 2000. Pada Tabel 5 disajikan hasil rata-rata discretionary accrual tahun 2000 dan tahun 2001, sedang Tabel 6  menyajian  uji beda rata-rata berpasangan 


Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil uji beda rata-rata berpasangan menunjukkan bahwa discretionary accrual untuk tahun 2000 bernilai negatif sebesar –0,000212 dan discretionary accrual untuk tahun 2001 bernilai negatif sebesar –0,000612.  Pada Tabel 6, Nilai t   untuk uji beda rata-rata berpasangan sebesar 0,012 dengan tingkat signifikansi Sig. (2-tailed) 0,990, yang berarti nilai t  tidak signifikan karena p-value  0,990 jauh lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan 5%. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa data empiris tidak mendukung hipotesis alternatif yang diajukan. 

Hal ini menunjukkan tidak ada perbedaan discretionary accrual tahun 2000 dan 2001 atau discretionary accrual 2001 lebih tinggi dari discretionary accrual tahun 2000 tidak dapat diterima.  Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa perusahaan tidak menunda pelaporan laba tahun 2000 dan menggeser laba tersebut ke tahun 2001 dalam merespon diundangkannya UU Perpajakan per 2 Agustus 2000. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Setiawati (2000), yang menyatakan tidak ada rekayasa laba akrual tahun 1994 dan 1995 dengan diundangkannya perubahan UU Perpajakan 1994 per 9 November 1994.  Setiawati juga menyatakan bahwa adanya rentang waktu antara pengesahan Undang-undang Perpajakan yang baru dengan akhir periode pelaporan yang hanya 50 hari, mungkin tidak cukup untuk menunda pelaporan laba juga didukung hasil penelitian ini. Meskipun jangka waktu antara  ditetapkannya Undang-undang Perpajakan tahun 2000,  ada rentang waktu 5 bulan untuk menunda pelaporan laba, namun jangka waktu tersebut  juga tidak direspoan wajib pajak badang  untuk melakukan rekayasa akrual.  

KESIMPULAN

Hasil penelitian  memberikan  bukti empiris bahwa perubahan Undang-undang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan tahun 2000 yang  mengubah lapisan penghasilan kena pajak untuk wajib pajak Badan  tidak direspon oleh wajib pajak yang bersangkutan untuk  melakukan earning management melalui rekayasa  discretionaru accrual  dengan motivasi untuk memimumkan beban pajak penghasilan perusahaan.  Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2001)  dengan   mengurangi keterbatasan yang disampaikan oleh yang bersangkutan tentang adanya rentang waktu yang pendek, sehingga dijadikan alasan oleh Setiawati  atas hasil penelitiannya yang tidak signifkan. Ternyata,  meskipun ada rentang waktu antara ditetapkannya UU perapajakan tahun 2000 dengan periode berlakunya cukup  panjang  (2001) yaitau 5 bulan, hasil  penelitian ini juga belum mampu membuktikan  adanya  rekayasan laba  untuk motivasi pajak penghasilan. 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan, yaitu jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian hanya 25 perusahaan dari total 157 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, sehingga sangat kurang apabila digunakan sebagai generalisasi penelitian.  Minimumnya jumlah sample ini disebabkan adanya kesuliatan penelitia dalam memperoleh laporan arus kas  pada periode penelitian yang dilaksanakan.  Keterbatasan berikutnya adalah pengambilan sample wajib pajak Badan yang  hanya mengalami perubahan lapisan penghasilan kena pajak, sehingga  apabila laba pada size yang besar maka tidak  akan ada manfaatnya apabila  menggesar penghasilan  ke periode  berikutnya.

Penelitian yang akan datang akan lebi tepat apabila   obyek penelitian /observasi dilakukan untuk wajib pajak orang  pribadi yang nyata-nyata ada perubahan tarip dan  lapisan penghaisilan kena pajak.
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	       Tabel  1 : Perbedaan Tarip UU PPh  tahun 1983, 1994, dan 2000 untuk Wajib 

                         Badan

	UU NO 7/1983

PKP     dan    Tarif

UU NO 10/1994

PK       dan          Tarif

UU NO 17/2000

PKP                        Tarif

PKP s/d 10.000.000  :  15%

PKP s/d 25.000.000   :  10%

PKP s/d 50.000.000   :  10%

PKP diatas 10.000.000 s/d 50.000.000  :                 25%

PKP diatas 25.000.000 s/d 50.000.000    :              15%

PKP diatas 50.000.000 s/d 100.000.000  :               15%

PKP diatas 50.000.000 :    35%

PKP diatas 50.000.000 :     30%

PKP diatas 100.000.000  :  30%

Sumber : UU No. 7 Th 1983, UU No. 10 Th 1994, dan UU No. 17 Th 2000


	
	
	
	


Tabel 2 : PERBEDAAN TARIF DAN LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK UNTUK WP PRIBADI MENURUT UU NO 7/1983,  UU NO 10/1994 dan UU NO 17/2000

	UU NO 7/1983

PKP   dan  Tarif
	UU NO 10/1994

PKP  dan  Tarif
	UU NO 17/2000

PKP   dan   Tarif

	-
	-
	PKP s/d 25.000.000 :       5%



	-
	PKP s/d 25.000.000 :      10%
	PKP diatas 25.000.000 s/d 50.000.000  :           10%



	PKP s/d 10.000.000 :     15%
	PKP diatas 25.000.000 s/d 50.000.000     :               15%
	PKP diatas 50.000.000 s/d 100.000.000 :          15%



	PKP diatas 10.000.000 s/d 50.000.000           :        25%
	-
	PKP diatas 100.000.000 s/d  200.000.000  :   25%



	PKP diatas 50.000.000 :   35%
	PKP diatas 50.000.000 :     30%
	PKP diatas 200.000.000:    35%




Sumber :  UU No.7 Th 1983, UU No. 10 Th 1994, dan UU No 17 Th. 2000

 TABEL 3

 HASIL DISCRETIONARY ACCRUAL

	
	N
	Mean
	Std. Deviation
	Std. Error Mean

	DA 2000
	25
	-0,000212
	0,1451328
	0,0290

	DA 2001
	25
	-0,000612
	0,08695853
	0,0174



Sumber : data sekunder  yang diolah

TABEL 4

HASIL UJI T-TEST

	
	t
	df
	Sig.(2-tailed)
	Mean difference
	95% Confidence Interval of the difference

	
	
	
	
	
	Lower 
	Upper 

	DA 2000
	-0,007
	24
	0,994
	-0,0002120
	-0,0601
	0,0597

	DA 2001
	-0,035
	24
	0,972
	-0,0006120
	-0,0365
	0,0365


Sumber: Data sekunder  yang diolah

TABEL 5

Statistik deskriptif  

	
	Mean
	N
	Std. Deviation
	Std. Error Mean

	DA 2000
	-0,0002120
	25
	0,1451328
	0,0290

	DA 2001
	-0,0006120
	25
	0,08695853
	0,0174


TABEL 6

HASIL UJI BEDA RATA-RATA BERPASANGAN

	Paired Differences

	Mean
	Std. Deviation
	Std. Error Mean
	95% Confidence Interval of the Difference  
	T
	df
	Sig. (2-tailed)

	
	
	
	lower
	upper
	
	
	

	0,0004
	0,1632588
	0,0327
	-0,067
	0,0678
	0,012
	24
	0,990


Sumber: data sekunder yang diolah
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